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memutus serta mengadili perkara. Hakim diharapkan berani memberikan putusan secara

bebas, jujur dan adil serta bebas dari paksaan.*
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ada juga putusan yang dapat dinilai melanggar asas nemo judex in causa sua (larangan

memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri), serta putusan yang cenderung mengatur

fada pertentangan
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mengikuti fit and power test untuk menjadi Hakim Konstitusi 12 Maret 2008. Rambu-rambu ini pernah juga beliau



1. Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, Mahkamah
Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur; pembatalan
Undang-Undang tak boleh disertai pengaturan, misalnya dengan putusan pembatalan
yang disertai dengan isi, cara danlembaga yang harus mengatur kembali isi Undang-

ang Ialnnya, sebabv ~
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Konstltu3| hanya wajib _ fgawal Undang-Undang Dasar yang

tulis di dalam buku yang disiapkan untuk “mengantar purna tugas Prof. Dr Maria Sumardjono,” 2 Mei 2008 di
Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. Op.Cit



sudah ada dan berlaku sedangkan urusan mempertahakan atau mengubah adalah
urusan lembaga lain yang berwenang.®

Hakim atau para Hakim memiliki Kekuasaan Kehakiman yang besar terhadap para
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sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka kebebasan Hakim adalah

kebebasan kontrol koridor Pancasila dan UUD 1945.10
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Akhir-Akhir ini banyak putusan, penetapan, dan tindakan Hakim atau Majelis Hakim

yang mendapatkan kritik dan reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat menurunkan

2. SEMA No. 10 Tahun - unjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap
Hakim/Majelis dalam Menangani Perkara.

pasal 11 UU No. 2 Tahun 1986, Menyatakan bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang
Ketua dan seorang Wakil Ketua; pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dari seorang Wakil Ketua.
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b. Praktik Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi lazim di negara-negara
lain;

c. Perkembangan yurisprudensi pengadilan perdata Ultra Petita diijinkan;
Pengujian Undang- menyangkut kepentingan umum aklbat
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tujuan
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PerkaraPengujian Undang-Undang Yang Putusannya Bersifat Ultra Petita.
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dapat digolongkan ke dalam:
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LV AT TIS T OO L IVID L




12) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2008 Tentang Pedoman Beracara
Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.?°
13) Putusan Mahkgiae sal(/2011 Tentang Pengujian

VERSAS ANDAL g

ahk

hukum sekundg

.Dalam pg

in tulisan-t

20Gekretarial Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op.
Cit, him. 27.



Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-

undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis
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u-Buku serta bahag ﬂ\ »f-m.\ iki sendiri.

teorite

terhadap data berdasarkan perat0 para ahli dan akan sehat.
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